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LEMBARAN DAERAK
HKABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN 2012
NOMOR 012

PERATURAN DALRAH KABUPATEN ROTE NDAO

o

NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .
BUPATI ROTE NDAO,

bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata,
luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber
pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan kemasyarakatan menuju kemandirian daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, jenis Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Jasa Umum;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rebublik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3259); '

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan
Kabupaten Rote Ndaoco di Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184 );

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahua 2008 tentang Perubahan Kedua
atas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 4844}; ‘ s

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4844);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Dan

BUPATI ROTE NDAO

i MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
Pemerintah daerah adalah pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
Bupati adalan Bupati Rote Ndao. ‘ -
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kehupaten Rote Ndao.

< Pejahat adalah pegawal yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesual
dengan Peraturan Perundang-Undangan.
fnbns Dncrah, yang selanjuinya  disebut Retribus, adalah . pungutan Daerah
sebagor pembayaran atas jasd umum yang khusus disediakan dan/atau dibertkan
oleh pemerintah daeran untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

1 Jasa .adalan kegiatan pPemerintan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan parang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh

orang pribadi atau badan
. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

Jntuk tuuan kepentngan dan kemaniaatan umum serta dapat dinikimati oleh orang
orbads atuu badan. ‘

i

L aph  Retnibus adalah orang oribadi atad badan yang menurut Peraturan
Uerndano-Undangan retrbus! diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
stk pemungut atau pemotong retribust tertentu

L Rdaes etnta o adalah suatu jangka waklu tertentu yang merupakan batas waktu

K memanaalkan jasa dan perizinan tertentu dar Pemerintah

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

l ¥
i

4

T

SRS retnbust untu
Dacral yang hersanghutan

L Sual Setoran Retribust Daerah. yang selanutnya disingkat SSRD, adalah bukt
nembayaan alau penyetoran reinibusi yang telah dilakukan dengan mengguaakan
forulic atau elah dilakukan dengan cara jain ke kas daeran melalui tempat

pempayaran yang ditunjuk olen Bupati. .
Qurat Ketetapan Retribusi Daerah, yang seianjumya\’dusmgkat SKRD, adalah surat

ketetapan retribusi yang menentukan pesarnya jumiah pokok retribusi yang terutang. ’
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, 1
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebinan pembayaran & E

retribust karena jumiah kredit retribsi lebin pesar dar pada (etrit>Llsi yang terutang¥y |

alau seharusnya tidak terutang.

2
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i1 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

t* Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

kelerangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajban  relribusi danfatau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

kelentuan peraturan perundang-undangan relribusi daerah.

Penvidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang

dfekukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti

tumembual terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan

tarsangkanya

BAB I
JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI JASA UMUM

’

Pasal 2 4
s Petnbust Jasa Umum yang diatur dalem peraturan daerah ini terdiri dari :
Relrnbust Penggantan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan. Akta Catatan

nbuse relayanan Parkic o Tepr Jatan Umume
nbuc: Pelayanan Pasar;
{

s Retnbuse sebagamana dimaksud pada ayat (1) digelongkan sebagal Retribusi

Jasa Umom

Bagian Kesatu
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengar. nama Retribust Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catalan Sipit dipungut refribusi atas pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta
calatan sipll yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4 X
&
Objek Retribust Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda®enduduk dan Akta Catatan Sipil h)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (1) huruf a, adalah pelayanan :

Kartu Tanda Penduduk; \
Kartu keterangan Bertempat Tinggal, = .
Kartu Identitas Kerja;

4 Kartu Penduduk Sementara,

O T oW

.

e
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s farlu Identitas Penduduk Musiman,

i Kartu Keluarga, can
: Mda Catatan Sipil yang meliputi  Akta Perkawinan,

Akta Perceraian, Akta
Pengesahan aan Pengakuan Anak. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan
ikt Kematian

Pasal 5

" Supjek Retribus adalah orang pribadi atau badan baik Warga Negara Indonesia
(WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh jasa pelayanan cetak

 KatuTanda Eenduduk dan Akta Catatan Sipil.
2 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-uridangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
lermasuk pemungut atau pemotong Retiibusi Jasa Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tngkat penggunaan jasa pslayanan cetak kartu tanda penduduk  dan akta catatan sipil
qukur berdasarkan jumlan dan jenis Kkartu dan dokumen akta catatan sipil yang di

terbitkan

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tanf

Pasal 7

1 Prnsty  dan  sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi  hanya

memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian. ;
1 Biaya pencetakan dan pengadmimstrasian sebagaimana dimaksud pada ayat 4]
adalah biaya cetak kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta catatan sipil yang

dibayarkan oleh Bupatl kepada perusahaan percetakan atau pihak yang mengelola

prrcetakan
Paragraf 4
Strukder clan Besarnya Tanf
Pasal i .

Retribusi penggantian Biaya Cetdk Kartu Tanda Penduduk <\
hagaimana ercantum dalam Lampiran I, dan merupakan(\L

n dan peratura.‘\\daerah ini

Gurkiur dan besarnya tanf
dan Akta Catatan Sipil se
baglan yang tidak lerpisahka

-
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Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Parkir di Tept Jatan Umum

Paragraf 1
Nama, Objele Subjek dan Wajih Retnbusi

Pasal ¢

e Retnibust Pelayanan Parkas D Tepi Jalan Umum dipungut Retribust atas
conan Parke di Tepi Jalan Umum yang di sediakan oleh Pemerintah Deaerah.

(irjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam
o pasal 2 ayat (1) huruf b, adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalap umum yang
§ dientukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
‘ pndnngan

Pasal 11

c Sulyek Retribust adalaty orang pubacdh atau badan yang mendapatkan pelayanan
poackar e lepjalan umun.
O Wb Retnbusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan retribust diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
wemmenk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

. Pasal 12
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan
frekuenst pengqunaan Tempat Parkir. ‘

RParagraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Retribusi

Pasal 13

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum didasarkan pada kebiaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya
penyediaan  jasa, kemampuan masyarakaty aspek keadilan, dan efektivitas
pengenaalian atas pelayanan tefsebut. ‘

(2) liaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mehputi biaya operasi dan
oomeliharaan, biaya bunga dag biaya modal P3N

Dok ol penetapan anf sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, /1_//

' penclapan tanf hanya untule menutup sebagian biaya.
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Paragraf 4
Struktur dan Nesarnya Tanf Retnibusi

Pasal 14

st o besanya and cetnl s sebagamanda teceantume dalame Lampuran - dan
caetan bagian yang lidak terpisahkan dari peraturar daeran ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 15
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas
pasar lradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah
Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 16

(1) Cbjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
huruf ¢, adalah pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran,
lus, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

(2) Dikecialikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar
yang di kelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 17

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan
fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah,

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribust,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18 )
&
Tingkal penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat, kelas 42

pazar dan jangka wakiu yang digunakan o




Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

1) Prrsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pasar didasarkan

: pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya, penyediaan jasa,

kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas
pelayanan tersebut. !

(2) Blaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa,

penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi )
@ : Pasal 20 |

Slruktur dan besarnya tarif sebagaimana torcantum dalam Lampiran i, dan merupakan
bagian vang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian elima
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

! Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajit Retribusi

Pasal 21

Oengan nama Retribusi Pengupan Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas
pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

OUbier Retnbus Penguian Kendaraan Bernmolor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
avilob heeat doadatah pelayanan pengujan kendaraan bermotor, termasuk kendaraan
Letne tor e 5.as ar sesuar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
puboanrakan oleh Pemenntah Daerah,

) Pasal 23
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan. yang menggunakan pelayanan
j kendaraan bermotor termasuk

pengupan kendargan bermotor di air sesuai
kelentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Dacrah
(/) Wagh Retnbust adalah orang pribad atau badan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan permbayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
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RParagral 2
Cara mengulkur Tigkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

lngkat penggqgunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diuji dan jenis
playanan
+

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struklur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

i) Prnsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pengujian
kendaruan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya peyediaan jasa,
kemampuan masyarakal, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas
pelayanan tersebut. ‘

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa,

penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

meliputl  biaya operast dan

> Paragraf 4
Struktur dan BesarnyaTarif Retribusi

Pasal 26

(1) Tanf Retribusi Pengujian Kendaraar Bermotor di golongkan berdasarkan jenis
kendaraan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang di berikan.

2y Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 27
Dengan nama Retribust Pengendalian Menara Telekamunikast d|pungut Retribusi atas
ponanlaatan ruang antuk Menara Iwi@komumkasu Y
Pasal 243

¥

3

Svsionrinpernatikan aspeif tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum

"
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Pasal 29

Syl retnbus adalah orang pribadi alau badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan Pengendahan Menara Telekomunikasi yang diberikan.

(7) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasaj 30

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan persentase tertentu dikaitkan dengan
frekwensi pengawasan dan pengendalian usaha/ kegiatan tersebut.
Paragraf o |
! Prinsip dar: Sasaran Dalam Penetapan Struktur
' dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

(1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi pengendalian Menara
Telekomunikasi  ditetapkan  dengan memperhatikan biaya peyediaan jasa,
-kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas
pelayanan tersebut.

() fhaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi  bicya operasi dan
e meliharaan, biaya bunga dan biaya modal

CoCen Lo penctapan tant sepernhnyis moemperhabkan’ braya penyediaan Jasa,

Cyan Lar hanya aniulke menutup sebaglan biaya.

1

Paragraf 4 ‘
Struktur dan BesarnyaTarif Refribusi

Pasal 32

10 Tani Retribust Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan berdasarkan jenis
pengendalan menara telekomunikas: yang di berikan

(2) Struktur dan besarnya tarif retribust pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan
sebesar 2 % (dua persen) pertanun dikalikan dengan Nilai Jual Objek Pajak PBB

menara telekomunikasi (Retribusi yang terutang= 2% X NJOP PBB Menarang
Y

. Telekomunikast).

H

o
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BAB Il
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 33

Refribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

R T
v B ——

P BAB IV
| PEMUNGUTAN RETRIBUSI

1 Bagian Kesatu
; Tata Cara Pemungutan

Pasal 34

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen . lain yang

dipersamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

2
]
berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
'4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara

bruto ke kas daerah
(5) Tata cara pelaksanaan pemunautan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedrnia
Tata Cara Penagihan

Pasal 35

(1) Petribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai !
(2) Pembavaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

paling lama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal diterbltkannya SKRD atau dockumen

lair.nya yang dipersamakan.
(3) Tatacara pembayaran, penentuan tempat pembayaran,' angsuran dan penundaan

nembavyaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

R —

Pasal 36
Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan

mengyunakan STRD

(7y Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului
dergan surat teguran

“ v eepaelugran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi
declncdean setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

! RV

7 (tyuhy hari setelah tanggal dikeluarkan surat teguran Wajib

Chbadonn anglar walkd
Foenbusi harnas mr‘lun’m retribust yang terutang
() Swat teguran sebhagaimana dinaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pej 1abal yang %\

M

i tunjuk,
(6) Tatacara penagihan dan penertiban surat teguran diatur dengan Peratuan Bupati. &
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Bagian Ketiga
Keberatan

fasal 37

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas.

3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat cipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu
keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5)Pengajuan  keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

[
4

Pasal 38

(1)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan
mererbitkan Surat Keputusan Keberatan. -

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk  memberikan
kepaslian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi
keputusan oleh Bupali.

(3] Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebaglan,
menolak. atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4y Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud paca ayat (1) telah lewat dan Bupati
udak nembert suatu  keputusan, keberatan yeang diajukan tersebut dianggap
dil- abuilkan.

Pasal 39

Ay gka pendajuan keberalan  dikabulkan  sebagian atau  seluruhnya, kelebihan
rembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imealan bunga sebesar 2%
(cdua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(71 impalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Baginn Keempat
Kedaluwarsa

Pasal 40

(1) Hal  untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat {erutangnya Retribusi, kecuali jika
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh

jika

b
a Diterbitkan Surat Teguran; atad , . ‘
b Adec pengakuan utang Retribus dari Wajib Retribusi langsung maupun tidak
fangsung

(21 Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterbitkannya surat teguran tersebut,

'

-
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‘4 Pengakuan utang Retribus! secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
nurdf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempuyvali
utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

7 Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembyaran dan permohonan keberatan oleh Waijib Retribusi.

Pasal 41

1} Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penaginan sudan kedaluwarsa dapat dihapuskan

2} Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi  yang sudah
vedaluwarsa sebagaiman dimaksud pada ayat (1).

(1) Tala cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Feraluran Bupati,

Bagian Kelima p
Canksi Administratif

Pasal 42

Dalan: hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen ) setiap bulan dari
relribusi yang terutang atau kurang dibayar.

BAB V :
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 43

(1) Tanf Retribus! dapat ditinjar kembali paiing lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mermperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonornian.

(3) Penelapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasai 44

(1) nstanst yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar
poencapaan kinerja tertentu.

(o Dembenan nsentif - sebagaimana dimaksud pacda ayat (1) ditetapkan meialui
AquuunlImnuhu)uunagmn1U0KLuu Dacrah. K

Co Ton cana pembernan dan p@ﬂan%%naninsenﬁfsebagawnana dimaksud pada ayaté&
1y dietapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturdn ‘M
perLadang-undangan i

N *
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BAD Vill
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

1)Waib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

i keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana

denda paling banyak 3 (tiga) kali jumiah Retribusi terutang yang tidak atau kurang
dibayar

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 47

@ Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), merupakan penerimaan
’ negara

4 BAB IX
: KETENTUAN PERALIHAN

; Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini muiai berlaku, Retribusi yang masih terutang
beraasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa
Urum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sepanjang tidak diatur
dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

R e et

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini beriaku, maka :
; a.  Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Penggantian Biaya Administrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao

Tahun 2003 Nomor 006 Seri C Nomor 026);
Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun
2004 Nomor 001 Sern & Nomor 013);
¢ Peraturan Daerah Kabupaten Kote Ndao Nomor 27 Tahun 2004 tentang
: Penguuam Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao
. Tahun 2004 Nomor 010 Sert C Nomor 031):

d  Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 28 Tahun 2004 tentang Parkir
di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004
Nomor 011 Sert C Nomor 032); dan
Peraturan Daerah Kabupatén Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Retribusi Penggantian Blaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan ¥
. Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndac Tahun 2006,@
; Nomor 001 Seri C Nomor 055),
dicabnt dan dinyatakan tidak berlaku,

[

[§8)
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Pasal 50

naraluran Daerah ine mulat berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao. i

Ditetapkan di Ba'a,
Pada tanggal, 12 Januari 2012

: {BUPATIROTE NDAO%
Ve

Pl
}Lq\

/¢

Dundangkon di Ba'a,
pada tangyal, 12 Januari 2012

?ﬁ%%%ﬁs#@AERAH KABUPATEN ROTE NDAO 4
N w

| ERARAN DAFRAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2012 NOMOR 012

G
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 2 TAHUN
TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

Unum.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah yarg merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus
sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyzarakat. ,

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten
berhak mengadakan pengaturan vang berupa Retrnbusi Jasa Umum kepada

-masyarakal, pengaturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Perundang-

undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Relribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi
yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemeritah
Daerah. Dengan kewenangan tersebut bica mendukung pelaksanaan Otonomi
Daerah

PASAL DEMI PASAL

Prasal

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pusal 3

Cukup jelas

Cukup elas
Cukup elas
Curap elas »

Ciuw jelas
i
Cubkup jelas
rrsal 9 R
Cukup jelas x
Pasa 10 / N,

Cukup jelas
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Pasal 11

Cukup jeias
Pasal 12
Cukup jelas .

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16 N
Cukup jelas
Pacai 17
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas y
Pasal 19 !
Cukup jelas
froeal 0
Cubkup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
el 27

Corap jelas
Cubap jelas

Cukup jelas
asal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 29
: Cukup jelas
Pasal 30
Culwp jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas .
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35 .
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas

\ﬁ:@k
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peeal 37

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pacal 49

o !'1}'

Cukup jelas

“asal 38
Cukup jelas

pzsal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

. Pasal 41
R Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1) Yang dimaksud dengan ‘instansi yang melaksanakan
pemungﬁan“ada@h(ﬂnaybadannanbagayangtugaspokokdan
fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2) Pemberian besarnyainsenﬁfdnakukanrnekﬂuipewnbahasan yang
dilakukan oleh Pemerintan Daerah dengan alat kelengkapan
{DPRE)yahgrnenmndangimasakﬁwkeuangan. ’

Pasal 45

Cukup jelas
Cukup jelas
rCukupjdas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

&

W%‘WP%§%HARANDAERAHKABUPATENROTENDAO NOMOR 104 QQ

P

L
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LAMPIRAN !

NOMOR

TANGGAL 1. JANUARI 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAM AKTA CATATAN SIPIL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

-2 TAHUN 2012

| JRAIAN TARIE KET
L (Rp.)
T 3 4
" Kartu Keluarga - )
‘2 Warga Negara Indonesia (WNI) 10.000,-
b Warga Negara Asing (WNA) 1 25.000,-
Kortu Tanda Penduduk | -
' Warga Negera Indonesia (WNh) | 25000 ]
b Warga Neoara Asmg (\/\/NA) N HL 50.000,- _ o
Sementara . o..s000-
i Kaiu Keterangan Bertempat Tinggal | 10000, | .o
Ne 1r1u ldentias Kerja .
a Warga Neg ira !ndqneS|a (\\/Nl) - or000- o
5 Warga Negara Asing WNA) 1 30000~ = -
Akla Kematian o ‘ 7
a Warga Negara Indonesia (\/\/NI) I L 000,- B
b Warga Negara Asing (WNA) -~ | 25, OOO -
| Akla Perkawinan T .
La V\/ﬂrga Negara Indonesia (WN!) 150.000,-
; b. Warga Negara Asing (WNA) ] 500.000,-
' 6| Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak |
i 'a_Warga Negara Indonesia (WNI) 50.000,-
b Warga Negara Asing (WNA) 1.000.000, -
la Perceraian -
ia \/Varga Negaré indbne51a (WNI) - 250.000,- B
b Warga Negara Asing (WNA) - 1.000.000,- |
| Ak'a Ganti Nama ) N
\/\/arga Neg%ra Asmg (V\/NA) 500.000,- B @

"
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LALPIRAN I

0 URAIAN TARIF
S R R S B
Wendaraan Roda 2 Rp. 500/kendaraan/sekali parkir

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 2 TAHUN 2012
TANGGAL 12 JANUARI 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEP! JALAN UMUM

Kepdarnnn Roda 4 Rp. 1 000/kendaraan/sekali parkir

Vandaraan Roda 5

-

Venoaraan dialas Roda b

™
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-

12 JANUARI 2012

i
i
t

|

el PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2012
TAMGCAL
I AN B SR
URALAN
o Baa )
L ns | Toko o o
11 Bangunan Pemerintah Daerah
111 Permanen 1x1 1m”
112 Semi Permanen 1x1 m”

!
)

(A

5

7

/

4

Pasar _ o -

Pasar di Keramatan - -
Kios/Toko .
11 Bangunan Pemerint ah&Daerah

1.1.1. Permanen 1x1 m?

1172 SemiPermanen 1x1 m?
1.2 Bangunan Sendiri

121 Pemanen 1x1 m?

192 Semi Permanen 1x1 m?

1.2 Bangunan Sendiri

1

1

Pe!ataran Terbuka o

2

21, Dengan Bala-balai

2.1 Permanen 1x1 m?

2.2, Semi Permanen 1x1 m?

| Rp.100 (seratus _rupiah)/hari

| KABUPATEN ROTE NDAO

IYA TARIF RETRIBUSH PELAYANAN PASAR

Rp.200 (dua ratus
rupiah)/hart

Rp.150 (seratus lima puluh
rupiah)/hari

Rp.150 (seratus lima’puluh
rupiah)/hari

72 Tanpa Balai-balar 1x1m

Rp.1000 (seribu-
rupiah)/Petak/hari
Rp. 500 (lima ratus
rupiah)/hari

Pema<a|an Los Pasar 1-2,5 m’

"Rp.1.000 (seribu rupiah)/hari

 Pemakain Los Pasar Tidak Tetap

Rp.1.500 (seribu lima ratus
rupiah)/ Petak/ har

F emakain Dasaran Fasar untuk -
5 1. Menimbang dan Menimbun Komoditi

52

5.3.

untuk sementara

Kereta Bakso, Kereta Kue dan
KeretaDagang
Penjualan Ternak
5.3.1 Ternak Besar :
Kuda, Sapi.

Kerbau,

532 Ternak Kecil:

Kambing,Domba,

Rp.2.000 (dua ribu
rupiah)//harn pasar

Rp.1.000 (seribu rupiah)/hari
pasar

Rp.5.000 (lima ribu rupiah)/
ekor

Rp.2.000 (dua ribu

Babi rupiah)/ekor
533 Unggas Ayam | ltik, Bebek, Rp 1.000 (seribu rupiah)/ekor
Burung - -

Rumah Toko (Ruko)

| Rp.1.000 (seribu rupiah)/

S VU SYE

pamakaian Y Jasa WC ‘Umum dalam Lokasi

| &

M2/hari

Rp_5OO (lima ratus
rupiah)/sekali pakai

71

Rp.150 (seratus lima puluh
rupiah)/hari

Rp.100 (seratus rupiah)/hari
Rp.100 (seratus rupiah)/hari
Qp 75 (tujuh puluh lima

; rupiah)/hari




2 Pcrala an Te;rb Ka
21, Dengan |

w2

-

» Pemakalan Los Pasar 1 2 S m

> alai- “balai

22 Tanpa Balai-balai 1x1 m?

Pemakain Los Pasar Tidak Tetap

Pemakain \ Dasaran ‘Pasar untuk

51 Menimbang dan Menimbun Komoditi
untuk sementara

© 7 Kerela Bakso, Kereta Kue dan Kereta

Dagang
f 2 Peralan Ternak

© 1 Terpak Besar - Kerbau, Kuda,

Sapi
S Temak Keoll Kambing. Domba.

Bab
Unooas  Ayam  Hik Belbek,
uumg

omahy Toko (Ruko)

Comakaan Jasa WC Umum daiam Lokasi

< Pasa

P

72

I 'Rp.500 (lima ratus

o ~ | Rp.1.000 (senbu ruplah) an)hari

rupiah)/Petak/hari
Rp.200 (dua ratus

rupian)/hari

Rp.1.500 (seribu lima ratus
rupiah)/Petak/nari

Rp.2.000 (dua ribu Rupiah)/
hari pasar

Rp.1.000 (seribu rupiah)/hari
| pasar

|

|

' Rp 5.000 (lima ribu rupiah)’
elkor . l
Rp.2 000 (dua ribu

rupiah)/ekor |

Rp.1 000 (serbu ruptan)/ekor

Rp 1.000 (senbu ruplah)/

M2/hari

Rp 500 (hma ratus

|
r




T G ERAH KABUPATEN ROTE NDAO
BENNE "'Hur\ 12012
AL 17 JEMUARI 2012

SECAPY A TARIE RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

- URAIAN

ERDA RAAN DARAT

P( BEIED Berkala ‘Pertama Kali/
~Pengujian Ber kala Perubahan untuk:

e ey

i

KET

- Mol Bus.Mobil Barang, Traklor Head

Mobd Penmonpang Umam

- Verela Gandenq dan atau Kereta
Tunpu,l mo

Rp. 150.000,-/kendaraan

Rp. 100 000, -/kendaraan

Rp 80.000 -/kendaraan

S {

— ]

7

2 Pongupan berkala kedua atau  berikutnya
uiituk

- hobil Bus, Mobil Bamng kaloi
Head/Kendaraan Khusus

Rp. 100.000,-/kendaraan

- obil Penumpang Umum

Rp. 80.000,-/kendaraan

_Kerela Gandeng dan atau Kerela

Rp. 60.000,-/kendaraan

. Tempelan

IBiaya Penggantian Buku Uji karena
- Rusak/Hilang

Rp. 40.000,-/kendaraan

B fKux( raan e1MOtoT C di Air

T Pengujian berkala petama kali atau
pengujian berkata perubahan bentuk
| b Speedboat

| ¢ Perahu Motor

Rp.250.000
Rp.200.000

> Pengujian Berkala kedua alau pengujian .
herkala berikutnya -

"a. Speedboal \

| b_ PerahuMotor

Rp.150.000

"o Vegiatan Pemerksaan Kendaraan

Lermotor yang dilaporkan rusak,

pengadaan baru dan penghapusan

kendaraan shb:

| Fendiaan Roda 2
Foendaraan Roda 4

53 Kendaraan Roda6

_Rp.100.000 |

Rp.10.000
Rp.15.000
Rp.15.000
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